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ABSTRAK

Bekerja merupakan kewajiban bagi manusia, banyak sektor pekerjaan yang
bisa kita lakukan salah satunya adalah sektor pertanian. Indonesia negara agraris
yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya
mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih
sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa petani tersebut mempunyai lahan
pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian
sendiri bekerja sebagai buruh tani. Masyarakat desa Talang Jawa ini melakukan
kerjasama yakni antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Adapun praktik
yang dilakukan di desa Talang Jawa ini yaitu menggunakan akad musagah pada
penggarapan kebun kopi dan penggarapan sawah menggunakan akad muzara’ah,
dan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan
tidak sesuai dengan akad awal dan pembagian hasil dilakukan kemauan sepihak
dari pemilik lahan. Masyarakat desa Talang Jawa melakukan kerjasama bagi hasil
ini dengan alasan yaitu petani penggarap tidak mempunyai lahan untuk digarap
dan pemilik lahan ingin lahannya dikelola agar bisa menghasilkan panen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama
bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dan bagaimana tinjauan
hukum Islam tentang praktik kerjasma bagi hasil dalam penggarapan sawah dan
kebun kopi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis
praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah-dan kebun kopi, dan untuk
mengetahui. tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama.bagi hasil dalam
penggarapan sawah dan kebun kopi. [

Penelitianiini bersifat deskriptif denganpendekatan menggunakan kualitatif,
untuk memperoleh, data“penulis melakukan observasi=@lan wawancara. Jenis
penelitian ini adalah penglitian lapangan. (field-research) penelitian data maupun
informasi sumber dari{apangannBertujuan ":'_L'j_ntuk- menganalisa praktik kerjasama
bagi hasil dalam penggrapan sawah dan” kebun kopi dan bagaimana menurut
hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun
kopi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik kerjasama
bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang
Jawa, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak sesuai
dengan kesepakatan awal, yang mana pada akad awal pembagian hasil ditentukan
dengan paroan terhadap kerjasama kebun kopi dan sawah. Akan tetapi praktik
yang terjadi, pembagian hasil dibagi tidak dengan paroan melainkan dibagi sesuai
keinginan pemilik tanah yaitu pemilik tanah memberikan uang kepada petani
penggarap dengan sekedarnya yaitu kurang lebih Rp. 10.000.000, ketika hasil
panen kopi dan sawah digabungkan, pembagian hasil dibagi paroan pada panen
kopi saja, sedangkan panen sawah tidak dibagi hasilnya, melainkan pemilik tanah
mempersilahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah sesuai dengan
kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam
pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pemilik tanah
telah merusak akad yaitu akadnya tidak disesmpurnakan.
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Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2)*
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Artinya: “dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.”(QS. Adz-Zariat: 56)

'Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,
2009). h. 106
?Ibid, h. 523.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam menjalani skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap
penegasan arti dan maksud dari istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.
Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi interprestasi terhadap
pemaknaan judul dari berbagai istilah yang digunakan, di samping langkah ini
merupakan sistem penajaman terhadap pokok permasalahan yang akan
dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA BAGI
HASIL DALAM PEN GGARAPAN SAWAH DAN KEBUN KOPI” (Studi
Kasus “di, Desa  Talang . Jawa. .Kﬁecamatan Pulau Panggung Kabupaten

Tanggamus).

Istilah yang secarargrarﬁé't'i'léél"diuraika'nw'gébéga_li_.b-erikut:

1. Tinjauan ialah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah
menyelidiki, mempelajari.*

2. Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian
agama Islam. Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh
Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang
berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan ).?

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h. 1470.
’Amir Syarifuddin, Ushul Figh Cet-1 (Jakarta: PT. Logos Wacana llmu, 1997) , h. 5.



3. Bagi Hasil ialah bagi hasil antara pemilik tanah dan pengelola tanah sesuai
dengan perjanjian diantara kedua belah pihak yang dibagi setelah hasil
panen yang dikelola oleh penggarap tanah.

4. Kerjasama ialah hubungan antara dua orang atau lebih dalam
mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan,
dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.®

5. Penggarapan ialah proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan.*

6. Sawah ialah tanah yang digarap atau diairi untuk tempat menanam padi.’

7. Kebun ialah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman.®

8. Kaopi ialah pohon yang banyak yang ditanam di Asia, Amerika Latin, dan
Afrika, buahnya disangrai dan ditumbuk halus untuk dijadikan bahan
campuran minuman.’

Maka berdasarkan pengertian kémponen kata-kata dalam judul skripsi ini
dapat disimpulkér]_.-_sebagai_ _upaya _p_enyel_i-qlﬂ_(_an hukum Islam terhadap
pembagian hasil kerjasarﬁ.é'a.ntara pemlllk tanah dan penggarap tanah dalam
praktik kerjasama penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa

Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi

Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi adalah sebagai berikut:

*Madani, Hukum Bisnis Syariah, Edisi 1 (Jakarta: Prenadia Media Group, 2014), h. 137.
*Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 417.

*Ibid, h. 1233.

®Ibid, h. 642,

"Ibid, h. 732.



1. Alasan Objektif

a. Pembagian hasil antara pemilik tanah dan pengelola tanah merupakan
suatu hal yang penting dalam kehidupan perekonomian di masyarakat
karena merupakan kebutuhan pokok hidup di dalam masyarakat.
Adapun yang terjadi antara pemilik tanah dan pengelola tanah di dalam
pembagian hasil dalam kerjasama penggarapan dua lahan pertanian
praktiknya pemilik tanah membagikan hasil panen kepada penggarap
tanah tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh penggarap
tanah karena hasil yang dibagi hanya pada satu lahan pertanian yaitu
kebun kopi.

b. Praktik pembagian hasil antara pemilik tanah: dan penggarap tanah
merupakan suatu gejala sosial yang umum terutama di kalangan
masyarakat . sekitar. Praktik ini perlu_dikaji untuk menyelaraskan
dengan kéiqa_h-kai-da_h Figh Muamalahs,

2. Alasan Subjektif Y o

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut maka
sangat memungkinkan untuk diteliti, karena letaknya mudah
dijangkau.

b. Ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin
ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari’ah UIN
Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu’amalah antara

satu dengan yang lainnya. Mu’amalah dalam arti luas adalah aturan-aturan



(hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan
duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna
aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia
dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan
mengembangkan harta benda.?

Salah satu bidang mu’amalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah
pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk
menciptakan masyarakat yang sejahtera. Secara garis besar, sektor pertanian

tersebut telah dipaparkan dalam QS. Yasin ayat 33- 35 yaitu:

Pl . sl S =
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Artinya: “dan suatu tanda (kekuasaan AIIah yang besar) bagi mereka adalah
bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya
biji-bijian, maka daripadanya mereka makan, dan Kami jadikan padanya
kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata
air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan
oleh tagngan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”’(QS. Yasin:
33-35)

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran
Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian
maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan

pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang

®Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), Cet-9, h. 2-3.
° Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009),
h. 442,



telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh
sang pemilik atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap
dengan menggunakan kerjasama bagi hasil seperti dalam sistem musaqgah dan
muzara’ah.

Masyarakat Desa Talang Jawa tidak semua memiliki lahan pertanian untuk
menggarap dan mengelola tanahnya, oleh karena itu sebagian masyarakat
Desa Talang Jawa melakukan kerjasama kepada masyarakat yang memiliki
lahan pertanian agar mereka bisa menggarap dan mengelola serta
mendapatkan hasil agar bisa memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Salah
satu masyarakat Desa Talang Jawa yang melakukan kerjasama bagi hasil
antara pemilik tanah yang mana petani berkongsi kepada pemilik tanah untuk
mengelolastanah dari pemilik tanah dalam hal ini adalah-kebun kopi dengan
menggunakan akad. musaqgah. Karéna'muséqah adalah® suatu akad dengan
memberikan pohbn__ Ee_ngan__pe_nggarap _a__dar-d?lge_lpla dan hasilnya dibagi antara
keduanya.'® Y o

Mereka melakukan akad kerjasama ini menggunakan akad lisan dan tidak
tertulis dan juga tidak ada saksi dari akad lisan yang mereka lakukan, serta
pembagian hasil dari kerjasama diantara keduanya yaitu hasil panen dibagi
dua. Akad musaqgah seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya
menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Talang
Jawa justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah
petani penggarap (petani buruh) karena ketidak jelasan (gharar) dalam

pembagian hasil oleh pemilik tanah. Pembagian hasil dari hasil panen kopi

Rachmad Syafe’i, Figih Mu’amalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 206.



yang dikelola oleh pengelola tanah itu dibagi sesuai keinginan dari pemilik
tanah yang mana pemilik tanah memberikan uang sekedarnya kepada petani
penggarap dari hasil penjualan kopi, yaitu kurang lebih sebesar Rp.
10.000.000."

Selain kebun kopi, pemilik tanah ingin melakukan kerjasama bagi hasil
kepada pengelola tanah agar tanah yang dimilikinya bisa bermanfaat dan
berbuah hasil. Oleh karena itu, pemilik tanah membuat kesepakatan kerjasama
bagi hasil terhadap pengelola tanah agar tanahnya dikelola oleh pengelola
tanah, tetapi bibit atau benihnya berasal dari pengelola tanah karena pengelola
tanah menyarankan untuk menggarap sawah, hal ini adalah kerjasama dengan
menggunakan akad muzara’ah, yang mana tanah berasal dari pemilik tanah
dan behih-atau bibit berasal dari pengelola tanah.*?

Muzara’ah ialah kerjasama antéra pemilik tanah dengan penggarap tanah
dengan perjanjiah r__b_agi_ hasil yang jur_n__l_ahnya_- menurut kesepakatan bersama
dan pembagian hasil ant;rﬂa' kedua bei.a'rﬂl" Bihak tidak boleh menyimpang dari
koridor hukum Islam. Tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai
dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh).
Seperti yang terjadi di Desa Talang Jawa yaitu pemilik tanah membagi hasil
pada dua lahan pertaniannya (kopi dan sawah) dengan membagi hasil pada
satu lahan pertanian miliknya yaitu dibagi 50% 50% pada kebun kopi saja,
padahal praktik pengerjaan yang dilakukan oleh penggarap tanah menggarap

dua lahan pertanian, yaitu penggarapan sawah dan kebun kopi, tapi hasil dari

“Minah, Wawancara Langsung dengan Penulis, Tanggamus, 20 Oktober 2018.
?Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 156.



penggarapan sawah diberikan kepada pemilik tanah saja dan pemilik tanah
membolehkan kepada petani penggarap untuk mengambil hasil panen sawah
sekedarnya akan tetapi tetap dalam izin dari pemilik tanah.

Dalam hal ini pemilik tanah memanfaatkan tenaga kerja dari pengelola
tanah sehingga bisa merugikan salah satu pihak karena ketidakadilan dalam
pembagian hasil. Pembagian hasil yang pemilik tanah lakukan tidak sesuai
dengan dua akad (musaqah dan muzdra’ah), hal ini dilakukan karena
kurangnya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh
kedua belah pihak.*®

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengetahui
lebih lanjut tentang praktik pelaksanaan pembagian hasil dalam kerjasama
penggarapan sawah dan kebun kopi, dan menurut penelitismasalah ini layak
diteliti lebih lanjut..Alasannya, antéra lain: masalah iniisa merugikan salah
satu pihak dan fe@gl'r_ gh_a__rar dalam __pempa_g_ia_m hasil yang pemilik tanah

lakukan, karena memanfaatkan tenaga lkerja pengelola tanah.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan
merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam
penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:
1. Bagaimana Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan
Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten

Tanggamus?

“Minah, wawancara dengan penulis, Tanggamus, 20 Oktober 2018.



2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil
dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa
Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan
sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa Kecamatan
Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama
bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang
Jawa/Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara téo__ri_t-i_s—_ -ber_guna sebag_ai.upgyg _menambah wawasan ilmu
pengetahuan bag-i. pénulis serta ﬁmemberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik bagi
hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah dalam kerjasama
penggarapan dua lahan pertanian terutama mengenai praktik
pembagian hasil kerjasama dalam dua lahan pertanian menurut Hukum
Islam.

b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas
akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari’ah UIN Raden

Intan Lampung.



F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik,
gejala, atau isu tertentu.'® Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari
penelitian lapangan langsung tentang pembagian hasil dalam kerjasama
penggarapan sawah dan kebun kopi.
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu suatu penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan
datan.dari lokasi atau Iapan;qan.'15 Penelitian ini€ juga menggunakan
penelitian | Ife_pustakaar_l (Iibra_ry__._.r-ege_a_r_(_:h), yaitu penelitian yang
dilaksanakan dengéﬁ 'm.enggunéké.r.lwliteratur (kepustakaan), baik berupa
buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian
terdahulu.'®
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang

“J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya
(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

BKartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cetakan ketujuh (Bandung: CV.
Mandar Maju, 1996), h. 81.

18Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.
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menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.’” Dalam penelitian ini
akan dijelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerjasama
bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di Desa Talang
Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
2. Data dan Sumber Data
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam
tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi.
Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Data Primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
responden atau objek yang diteliti.**Sumber data yang utama yaitu
sejumlah responden yang ferdiri dari_perorangan yang merupakan
pemilik tén_a_h-: dan.._p_enggarap_t_a_nah-_xa_ng ada di Desa Talang Jawa
Kecamatan Pulau Eahggung Kébur.).éten Tanggamus.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain,
tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data

ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

"Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.
®Muhammad PabunduTika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.
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3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek
penelitian.”>Adapun populasi dalam penelitian ini 4 orang yaitu dua
pemilik tanah dan dua pengelola tanah pada dua lahan pertanian.
b. Sampel
Sampel adalah kumpulan dari unit sampling. la merupakan subset
dari populasi.”® Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode purposive sampling atau sampling yang
poporsive yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga relevan
dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini
terdapat wakil-wakil .dari segala lapisan populasizPenulis mengambil
sampel yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Adapun alasan
Pemilihan‘ sampel_karena menututgpenulis sampel ini mewakili
populasi dan dapa-f.ﬂrhe.njawab ﬁé%ésalahan dalam skripsi yang penulis
teliti.
4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk
memperoleh data yang diperlukan®. Dalam penelitian ini, pengumpulan

data menggunakan beberapa metode, yaitu:

YBurhan Ashofha, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.79.
§°Moh. Nazir, Ph.D,0p.Cit. h. 242.

1 -

Ibid.
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a. Observasi
Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting,
kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu
kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati
tentang peristiwa yang bersangkutan.?” Tentang hal ini peneliti akan
melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam
melaksanakan kerjasama bagi hasil pada penggarapan sawah dan
kebun kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus.
b. Wawancara
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.”* Wawancara
dilakukan dengan pemilik tahah dan pengelola tanah dalam melakukan
kerjasamé bagi hasi_l___dalam penggarapan |, sawah dan kebun kopi.
c. Dokumentasi o o
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.**
Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data
a. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur,
mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-

benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta

*?Burhan Ashofha, Op.Cit, h. 58.
Ipid. h. 95.
**Ibid. h. 188.
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berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan

mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut

aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan,
penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau
relevan dengan masalah.

2) Kilasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan
penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

3) Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan
berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.25

b. Metede Analisis Data |
Setela.h_gat_ta -ter__h_impun mel__a_l.u.i. .pe_n_e_litian selanjutnya data dapat
dianalisis secara -.I;u'a.litatif, yaltu suatu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-
orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.?® Kemudian dianalisis
menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari
suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang

berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang

®Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung, 1989)
h.16.

%%exy L Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
h.3.
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diselidiki.?” Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang
berbagai hal yang berkenaan tentang pembagian hasil dalam kerjasama
penggarapan sawah dan kebun kopi. Hasil analisisnya dituangkan
dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan

dalam penelitian ini.

"sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas
Psikologi UGM 1981) h.36.
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BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Musdaqah dan Muzdra’ah
1. Pengertian Musagah

Musagah diambil dari kata al-saga, yaitu seseorang bekerja pada
pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya
supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari
hasil yang diurus sebagai imbalan.?®

Dalam pengertian syara’, musdgah adalah penyerahan pohon kepada
orang yang menyiraminya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon
masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.”

Musagah adalah aka_d (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan
pengelola (penggarap). untuk .mem_elihara dan merawat kebun/tanaman
pada masa tertentu sampai tanaman.itu _F_)_er_gpah.30

Menurut isf_il_alh,'--rhhgétjah dide"f-iwr;'iéiﬁl-(_ér_lgleh para ulama, sebagaimana
dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa musagah adalah akad
untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya
dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, musaqgah adalah sesuatu
yang tumbuh di tanah dan dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu
dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama,

misalnya pohon anggur dan zaitun.

% Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 145.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4 (Bandung: PT. Alma’Arif, 1996), h. 165.

%0 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 280.
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b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti
pohon kayu keras, karet dan jati.

c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat
dipetik, seperti padi.

d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang
dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga
mawar.

e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat,
bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah
dan di tempat lainnya.

Menurut Syafi’iyah, yang dimaksud musdgah adalah memberikan
pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggurKepada orang lain
untuk »kesenangan Kkeduanya | dengan menyiram¢ ‘memelihara, dan
menjaganya dqtpekerja_ mempe_rql_eh--pqgian tertentu dari buah yang
dihasilkan pohon-poh-.c;n'térsebut. Menurut Hanabilah musagah mencakup
dua masalah, yaitu:

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon
anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan
sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya
atau setengahnya.

b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum
ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada
tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah

pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munéshabah
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mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon

untuk ditanamkannya.*

Definisi musagah menurut para ahli fikih adalah menyerahkan pohon
yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang
yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut (seperti menyiram dan
sebagainya hingga berubah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang
disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk
pemiliknya.®

Setelah diketahui definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di
atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musaqgah ialah
akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai
upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.*?

Pengertian Muzara'ah’ |

Menurut .b_@gsa,-. .._AI-_Muzdra_’qh._. .-yz_ir-]gl _ berarti  Tharh al-Zur’ah
(melemparkan tanaméﬁ)'.g’.“Muza”ra..’di; ”.r.nemiliki dua arti yang pertama al-
muzara’ah yang berarti Tharh al-Zur’ah (melemparkan tanaman)
maksudnya adalah modal (al-budzar). Makna yang pertama adalah makna
majaz, makna yang kedua adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini
berarti menumbuhkan.®

Muzdra’ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat

tersebut dikemukakan oleh al-Rafi’i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut

*'Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 146-147.

%23aleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 476.
**Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 148.

sayyid Sabig, Op.Cit, h. 81.

%*Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 153.
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al-Qadhi Abu Thayid, muzdra’ah dan mukhabarah merupakan satu
pengertian. Syaikh lbrahim al-Bajuri berpendapat bahwa mukhabarah
yaitu sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan
modal dari pengelola. Sedangkan muzdra’ah yaitu pekerja mengelola
tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik
tanah.*

Menurut istilah, menurut Hanafiyah, muzdara’ah adalah akad untuk
bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut
Hanabilah, muzara’ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan
tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut
Malikiyah, muzara 'ah ialah bersekutu dalam akad, dari pengertian tersebut
dinyatakan bahwa muzara 'ah adalah menjadikan hargassewaan tanah dari
uang, hewan, atau barang-baraﬁg perdagangan. Menurut dhahir nash, al-
Syafi’i berpeﬁqipat-bahwa muzd_rq__’ak-_ia}lgh seorang pekerja menyewa
tanah dengan apa yanéﬂd'ihasilkan dar| ;anah tersebut.’

Menurut Mardani dalam bukunya Figh Ekonomi Syariah (Figh
Muamalah) muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara
pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan
pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan

bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.®

h. 237.

%|bid, h. 154-155.
¥1bid.
*®Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
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Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa
mukhabarah dan muzdra’ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan.
Persamaannya ialah antara mukhdbarah dan muzara’ah terjadi pada
peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada
orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal
berasal dari pengelola disebut mukhdbarah, dan bila modal dikeluarkan
dari pemilik tanah disebut muzara’ah.®

Muzdra’ah atau mukhdbarah dalam istilah kebiasaan orang Indonesia
terutama orang pedesaan disebut dengan istilah “paroan sawah”.
Masyarakat sering mempraktikannya, karena terdapat manfaat yang besar,
baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik
tanahpsawah apalagi luas ukurannya tidak mungkinsmengelola sawah
sendirian, maka.dia membutuhkén petani penggarapdntuk membantunya.
Begitu pun .p_e_tgﬁi--.pe_nggarap _s_angat_--_-@rbantu apalagi yang tidak
mempunyai tanah sa@éh., dapat .fh'é.r.]“(.japatkan mata pencaharian sesuai
keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.*’

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa
muzdra’ah dan mukhabarah memiliki persamaan dan perbedaan.
Persamaannya adalah antara muzdra’ah dan mukhébarah terjadi pada
peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada

orang lain untuk dikelola, adapun perbedaannya adalah terdapat pada

**bid, h. 155-156.
“°Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset,
2016), h. 168
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modal, di mana mukhabarah modalnya dari pengelola, sedangkan
muzdra'ah modalnya dari pemilik tanah.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa muzdra’ah adalah suatu
usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun lading
dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan
penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh
pemilik tanah dan hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati
bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.*?

Sedangkan mukhébarah adalah suatu usaha atau kerjasama untuk
mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang
telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah di
managbiaya (modal) penggarapan tanah ditanggung eleh"penggarap tanah
dan hasilnya dibagi menurut kesépakatan bersama serta bibit yang ditanam
berasal dari pemllik tan_a_h._43

B. Dasar Hukum Muséqah-aah Muztira.."c'zﬂlﬂz.
1. Dasar Hukum Musagah

Dasar hukum muséqgah terdapat dalam al-Qur’an, Hadits, dan ijma

yaitu sebagai berikut.

a. Al-Qur’an

Dalam surat al-Bagarah ayat 267 Allah berfirman:

*A. Kumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan
Bisnis), (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 160.

“|bid.

*|bid, h. 161.
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Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.(QS. al-Bagarah: 267)
Para sahabat nabi setelah turun ayat ini berlomba-lomba dalam
berbuat kebajikan di antaranya. Talhah seorang hartawan dikalangan
anshar datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma
yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Dijelaskan

juga dalam surat an-Nisa ayat 29:

“ Ay P R .. 2 _- £ @
(Y3 tebaill) 13y L 2SS0 pl5 282 2SS ol
Axtinya: “kecuali dengan jalan‘perniagaan yang berlaku dengan suka
samassuka di antara kamu”. (QS. an-Nisa: 29)*

Perkatagﬂ'_sq_k_a--sama suka yan_-g_'__d]'j_el‘askan ayat tersebut menjadi
dasar bahwa dalarﬁh...melakuka.l.hﬂﬂtransaksi harus dari kehendak diri
sendiri tanpa tipu daya dan paksaan dan harus saling ridha di antara
kedua belah pihak. Selain itu, dijelaskan juga tentang akad harus
disempurnakan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur’an

surat at-Taubah ayat 75-77 yang berbunyi:

_ ﬂ'/ "/// LT g -7 5.'/ /':/ . T P EX1 4 _
w@ﬁ-’)g—*wbw Q'fl-‘*"ﬂ\')"g"w el

-~z 7 ~
' |

2 g o T - . 27 - - " -
o2 5055 ca Tole b b agsls

*Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 45 & h. 83.
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Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada
Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya
kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami
termasuk orang-orang yang saleh. (75) Maka setelah Allah
memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka
kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah
orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). (76) Maka Allah
menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu
mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap
Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena
mereka selalu berdusta.(77).*

Hadits

Jumhur ulama figh; termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-
Hasan asy-Syaibani, keduanya tokoh Hanafi, berpendirian bahwa akad
musagah diperbole_hkan. 'Aliasan kebolehan akad /musagah, menurut

mereka adalah sebuah hadits dari Abdullah ibn Umar yaitu:

&JJa‘ﬁuAcJuuMdeM&behsw & Y3 &

(Al 5137)

Artinya: “bahwa Rasulullah SAW, melakukan kerjasama perkebunan
dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka
mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu”. (HR.
Muslim)

[jma’
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan
dalam musagah. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-

musagah-kan hanya kurma. Menurut Syafi’iyah yang boleh di-

1186.

*Iid, h. 199.
“®Al-Imam Abi-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, Shahih Muslim,
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musagah-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut
Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di-
musagah-kan, seperti tebu.

Menurut Imam Malik musagah dibolehkan untuk semua pohon
yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon
serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang
berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi
memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzhab
Hanbali, musagah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya
dapat dimakan. Dalam kitab al-Mughni, Imam Malik berkata, musagah
diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk
pohon-pohon yang perlu disiram.*’

2. Dasar Hukum Muzara’ah |
Muzdra ’ah_ﬁqkumnya diperse_l_i__shkar_l--_-glfeh para fugaha. Imam Abu
Hanifah dan Zuhar, géﬂrfa. Imam aISyaf|1 tidak membolehkannya. Akan
tetapi, sebagian Syafi’iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan

(hdjah). Mereka beralasan dengan hadits Nabi SAW:
0 ot Al @ e A J5l) O dRa gy el e
A lh 5137) A8 ) 3all

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW

melarang untuk melakukan muzara’ah”.(HR. Muslim)

*"Hendi Suhendi, Op.Cit, h. 149.
*Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, Shahth Muslim, No. 1549, Juz. 11, (Mesir: Mathba’ah
al-Mishr, 1930), h. 1183.
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Menurut jumhur ulama, yang terdiri atas Abt Yusuf, Muhammad bin
Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud al-Zhairi, muzara’ah itu hukumnya
boleh. Alasannya adalah hadits Nabi SAW:

Lo Ja)dy S8 bl Jale aluy e W (Lo Ll & a8 0l 6
€9 8y Fo( s _ . o 4ol % 3 S s s

(43ka Gl 0130) £U03) a8 e gRa E AT

“Dari lbnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama
(penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh
dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun

tanaman”. (HR. lbnu Majah)
Di samping itu, muzdra’ah adalah salah satu bentuk syirkah, yaitu

kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut
dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh
masyarakat. Dengan adanya_kerja sama tersebut_maka lahan yang
menganggur  bisa bermanfaat; dan- orang yang<{ menganggur bisa
memperoleh pekerjaan_.j‘_"_?

Imam Ahrﬁ-ad_ dan Hénébilah :'r'riér;golehkan akad muzdra’ah apabila
benihnya berasal dari pihak pemilik tanah dan pengelolaan tanah berasal
dari petani penggarap. Adapun Syéafi’iyah memperbolehkan apabila
muzara’ah diikutsertakan kepada musdgah dengan alasan untuk

memenuhi kebutuhan. Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam

pengelolaan kebun, kemudian ada tanah kosong atau tanah yang tidak ada

**Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. II, No. 2467 (Dar Ihya’ al-
Kutub al-‘Arabiyah, 2009), h. 824.
%9Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), h. 394.
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pepohonan di dalamnya (al-bayadh), yang bisa dimanfaatkan untuk
pertanian, maka dalam hal ini akad muzdra ah boleh dilakukan.>

Dalil yang dijadikan argumen oleh para ulama adalah dalil hadits,
ijma’, dan akal.

a. Hadits

|8 al sl (0a d‘ﬁcuhuaébuﬁu“ﬁwﬂhauﬁ
uif— ”"LMAMJUE—“ &m ;'He-f-u-“'wﬁ\uus-\
\@4@‘&5,@)&\»@%;@&3\;@}2\
,&\Jdﬁé*’@)ﬁb)\.\a.ﬂhuﬁuﬁ cﬁ\j‘_\h& ‘JML);?S“J
" (G A 5133) 2R M 3 A Guly gy (o

Artinya: “Dari Hanzhalah bin Qais. dari Rafi’ bin Khadij, dia
berkata, pamanku telah-menceritakan kepadaku bahwasannya mereka
menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan‘apa yang tumbuh dari
saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik

| tanah, kemudian Nabi shollallehu, ‘alaihi wa/sall@m melarang hal itu.
Aku bertanya kepada | Rafi’y “bagaimana’ bila dengan dinar dan
dirham?, maka_Rafi’ menjawab, tidak mengapa menyewa tanah
dengan dlnar dan dlrham ”.(HR. Bukharl)

T8

S Gad 6JsmmJuy\Js\usdu@nwg\Jus
137 Qb (EUilgh o2 ¢ A% alg odb & AT Lyl b Ul &
(flut

Artinya: “Dari jalan Rafi’ bin Khadij, ia berkata: “Kami
kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara’ah, kami
menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik
tanah maka kadang-kadang pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah
sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain
itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami
dilarang”.(HR. Muslim)

*'Enang Hidayat, Op.Cit, h. 169.

*’Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, Shahth al-Bukhari, No. 2346, Juz. IIl (Beirut: Dar
Ibn Katsir, 2002), h. 108.

**Muslim Bin Hajjaj al-Naisaburi, Shahth Muslim, Juz. III, No. 1547 (Mesir: Mathba’ah
al-Mishr, 1930), h. 1183.
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b. Ijma’

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan
mengenai disyariatkannya muzara’ah dan mukhabarah, dan tidak ada
seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Muzdra'ah atau
mukhgbarah ini termasuk ke dalam syariat yang turun-temurun
(syari’ah  mutawdritsah). Dikatakan demikian karena telah
dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Kalaf.**

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah
melakukan praktik muzara’ah dan tidak ada dari mereka yang
mengingkari kebolehannya. Tidak adanya pengingkaran terhadap
diperbolehkannya muzara’ah dan praktik yang mereka lakukan
dianggap sebagai ijma’.> Akan tetapi, muamalah boleh dilakukan
sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

“laipAl e Jui Bpis AAuy) Aluaa b il
“Hukum asal muarﬁalah adélgh mubah sampai ada dalil yang

melarangnya (memakruhkannya atau melarangnya”.

Selain itu dalam bermu’amalah supaya berbuat adil dan tidak berbuat

dzalim sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:

- <o 2

Asbiaa Beijay ol alay Aadd) 08 B OB s 3
g [l ad)s cud okl

**Enang Hidayat, Op.Cit. h. 170.

>Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, Al-Syamil fil Muamalat wa Amaliyyat al-
Masharif al-Islamiyyah (Yordania: Dar an-Nafa’is, 2007), h. 151.

**Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Mudzakkirah al-Figh (Kairo: Dar al-Ghad al-
Jadid, 2007), h. 185.

*"Ibid.
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“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta
memperhatikan  kemaslahatan kedua belah pihak dengan
menghilangkan kemudharatan”.
c. Akal

Muzdra’ah termasuk akad syirkah terhadap harta salah satu dari
orang yang berserikat, namun dalam muzara’ah yang dijadikan objek
akad adalah tanah dan pekerjaan dari pihak lain, yaitu petani.
Diperbolehkannya muzdra’ah ini di-qiyas-kan (dianalogikan) terhadap
akad mudharabah. Dalam keduanya, baik muzdra’ah maupun
mudhdrabah terdapat manfaat, yaitu untuk saling tolong-menolong dan
memenuhi kebutuhan hidup. Manfaat muzdra’ah adalah pemilik tanah
yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya, begitu pun petani
membutuhkan pekerjaan mengolah tanah tersebut untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan
timbal balik di antara keduanya.>®

Demikian dikemukakan dasar hukum muzara’ah dan mukhabarah,
diketahui pula pendapat para ulama, ada yang mengharamkan kedua-
duanya, seperti pengarang al-Minhaj, ada yang mengharamkan
muzdra’ah saja, seperti al-Syafi’i, dan ada yang menghalalkan kedua-
duanya, antara lain al-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi.*

C. Rukun dan Syarat Muzara’ah dan Musdgah
1. Rukun dan Syarat Musaqgah

a. Rukun-Rukun Musdqgah

%®Enang Hidayat, Loc.Cit.
%*Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 158.
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Rukun musdgah meliputi beberapa hal:

1) Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya
orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta
keduanya).

2) Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi
hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun)
maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti
jagung dan padi.

b. Syarat Musadgah
Syarat musdgah adalah sebagai berikut:

1) Ahli dalam akad.

2)==Menjelaskan bagian penggarap.

3) "Membebaskan pémilik déri pohon.

4) Hasil | dagigpohon dibagi__dua, antara pihak-pihak yang
melangsungkaﬂr; ék'.a.d sampé'i ".t.);tas akhir, yakni menyeluruh sampai
akhir.*

2. Rukun dan Syarat Muzdara’ah
a. Rukun Muzara’ah
Menurut Hanéafiyah rukun muzara’ah ialah akad, yaitu ijab dan
gabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu

tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.®

%0 Syafaatul Etikasari, “Musaqah Muzaraah dan Mukhabarah” (On-line), tersedia di:
http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/musagah-muzaraah-dan-mukhabarah.html (5  Juni
2012).

%1|smail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), h. 163.


http://syafaatuletika.blogspot.com/2012/06/musaqah-muzaraah-dan-mukhabarah.html%20(5
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Sementara menurut Hanabilah, rukun muzdra’ah adalah satu yaitu ijab
dan qgabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan
ijab dan gabul dan bahkan muzdra’ah sah dilafadzkan dengan lafadz
ijarah. ® Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzdra’ah menurut
Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal,
dan 4) alat-alat untuk menanam.®®

Rukun muzara’ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabal, yaitu
berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada
Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”; dan
pernyataan penggarap “Saya terima atau saya setuju”. Sedangkan
jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun
muzara ‘ah ada tiga, yaitu:
1) Aqgid (pelaku akad), yaifu pemilik tanah dan penggarap. Pelaku

akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

a) Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan

mendapatkan hak sebagai pelaku akad.
b) Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi
(dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar’i.

2) Ma’qud ‘alaih atau objek akad, harga atau barang yang menjadi

objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli, hadiah

dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad rahn, utang

82Qohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Op.Cit, h. 217.
%*Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 158.
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yang dijamin dalam akad kafalah.®* Objek akad yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah manfaat tanah dan pekerjaan
penggarap.

3) ljab dan gabil.*° Kata ijab dan gabiil lebih spesifik dari dua belah
pihak seperti yang diungkapkan Mahmashany. ljab dan gabil
menunjukkan kehendak dua belah pihak, adapun dua belah pihak
masih bersifat umum, belum tentu menunjukka ijab dan gabiil.
Namun demikian, baik ijab dan gabil maupun dua belah pihak
termasuk dalam unsur (rukn) akad. Dua belah pihak atau lebih
dalam istilah Mahmashany adalah pihak yang melakukan ijab dan
gabil. ®® Menurut Hanabilah, dalam akad muzdra’ah tidak
diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan
penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabil-

nya dengan perbuatan (bil fi 7).

b. Syarat-syarat Muzara'ah
Menurut Mardani di dalam bukunya Figh Ekonomi Syariah syarat-
syaratnya muzdra’ah adalah:
1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada

pihak yang akan menggarap.

% Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 33-37.

8 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, h. 395

®®Muhammad Maksum, “Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah”, al-
‘Adalah, Vol. XII No. 1 (Juni, 2014), h. 51.

% Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit, h. 395-396.
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Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada
pihak yang akan menggarap.

Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia
menggarap lahan yang diterimanya.

Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan
bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.

Akad muzdra’ah dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
Jenis benih yang akan ditanam dalam muzdra’ah terbatas harus
dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam
dalam akad muzara’ah mutlak.

Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi
lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk
mengatasinya menjelang musim tanam.

Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada

pemilik lahan dalam akad muzara’ah mutlak.

10) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan

mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh

masing-masing pihak.

11) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara’ah,

dapat mengakibatkan batalnya akad itu.

12) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang

melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik

lahan.
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13) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan
dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah
dilakukan oleh penggarap.

14) Penggarap berhak melanjutkan akad muzdra’ah jika tanamannya
belum layak panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

15) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama muzara’ah
yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak
penggarap bisa dipanen.

16) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan
bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.

17) Ahli waris berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad
muzdra’ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.®®
Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai

berikut:

1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas,

2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa
boleh ada pengkhususan

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau
seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul
perselisinan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh
berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal

untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil

%8Mardani, Op.Cit. h. 238-239.
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panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui

jumlah itu.®

Menurut Aba Yasuf dan Muhammad (sahabat Aba Hanifah),
berpendapat bahwa muzdra’ah memiliki beberapa syarat yang
berkaitan dengan 4gid (orang yang melangsungkan akad), tanaman,
tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat
bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.
1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)

a) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.

b) Imam Aba Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi

ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

Menurut Oni Sahroni dan M. Hasanuddinsdalam bukunya yang
berjudul.. Fikih Muarﬁalah (Dinamika «<Teori Akad dan
Implefnggt_asinya_ dalam Ekqnomi-_-§yariah), syarat pelaku akad
adalah ‘awc-i.;id | al-ahli.yéhﬁ (kondisi  yang memengaruhi

kompetensi), antara lain:

a) Kondisi yang Memengaruhi Akal
Faktor-faktor yang memengaruhi akal sehingga pelaku akad
tidak bisa berfikir, di antaranya: gila, tidur, pingsan dan mabuk.
Jika kondisi ini menimpa pelaku akad, maka akadnya tidak sah

dan tidak melahirkan hak dan kewajiban. Hukumnya sama

®*Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 279.
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dengan hukum akad yang dilakukan oleh anak kecil (yang
belum mumayyiz), yang bertanggung jawab terhadap setiap
konsekuensi hukum akad tersebut adalah walinya.
b) Kondisi yang Tidak Memengaruhi Akal
Faktor-faktor yang tidak memengaruhi akal, tetapi pelaku
tidak bisa berfikir, seperti kondisi lupa, orang yang tidak
menggunakan harta, berutang dan sakaratul maut. Jika kondisi-
kondisi di atas menimpa pelaku akad, maka pelaku tersebut
dilarang melakukan transaksi.”
4) Syarat tanaman
Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi
kebanyakan menganggap lebih baik jika gdisérahkan kepada
pekerja. " Syarat yang berfaku untuk tanaman< adalah harus jelas
(diketahui.).__E&lam.._hal ini haru_s...dijgl_ail_(an apa yang akan ditanam.
Namun dilihat d;ﬁ' éegi isti;z;v;z;r.lﬂ,. menjelaskan sesuatu yang akan
ditanam tidak menjadi syarat muzara’'ah karena apa yang akan ditanam
diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.’
5) Syarat hasil tanaman
Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad muzara’ah menjadi fasid.

7°0ni Sahroni, M. Hasanuddin, Op.Cit. h. 35-36.
""Rahmat Syafe’i, Op.Cit. h. 208.
2Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 397.
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a) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu
sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan
rusaknya akad.

b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang
melakukan akad.”® Akad merupakan kesepakatan kedua belah
pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah
disepakati.”* Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak
maka akad menjadi batal.

c) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbah-nya),
seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila
tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian
tidak jelas.

d) "Hasil tanaman harus befupa‘ bagian.yang belum dibagi di antara
orang;o_rir@g_ yang melaku_ka_n. .-aka_ui_ Apabila ditentukan bahwa
bagian tertentLJ.ﬂdiberikan I.{éwp.é.(.ja salah satu pihak maka akadnya
tidak sah.”

6) Syarat tanah yang akan ditanami
Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah
sebagai berikut.

a) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak
layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut

oleh karena muzdra’ah adalah suatu akad di mana upah atau

Ibid.
"“Muhammad Maksum, Op.Cit. h. 50.
>Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 397.
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imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila
tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.

Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya
tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan
akad.

Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga

penggarap mempunyai kebebasan untuk menggarap.®

7) Syarat objek akad

Objek akad dalam muzara’ah harus sesuai dengan tujuan

dilaksanakannya akad, baik menurut sydra’ maupun zrf (adat). Tujuan

tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat

tenaga penggarap, di,mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau

mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan

bibitnya.”"

Syarat-syarat objek akad adalah sebagai berikut:

Barang yang masyrii (legal),

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah
dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal
dimanfaatkan (mutagawwam). Syarat ini disepakati oleh seluruh

ulama dan berlaku dalam akad mu’awadhat (bisnis) dan akad

"® Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 397-398.

bid.
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tabarru’at (sosial). Oleh karena itu, setiap barang yang tidak
dianggap harta bernilai atau harta yang diboleh syara’ tidak boleh
menjadi objek akad.

b) Jelas diketahui oleh para pihak akad,
Objek akad harus jelas (dapat ditentukan) dan diketahui oleh kedua
belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi
untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah
menimbulkan persengketaan di kemudian hari, dan ini harus
dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontrak
ini, adat kebiasaan (‘urf) mempunyai peranan penting.

c) Objek akad harus ada pada waktu akad,
Objek akad harus sudah. ada secara /konkret™ ketika kontrak
dilangsungkan atau dipefkirakan akan ada pada masa akan dating
dalam. kontfal-kontrak tertentuseperti dalam kontrak salam,

ishtishna’, ijarah, dan mudharabah.™

8) Syarat alat yang digunakan
Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan
(tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan
menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad
muzdra’ah menjadi fasid.

9) Syarat masa muzara’ah

"80ni Sahroni, M. Hasanuddin, Op.Cit. h. 37-38.
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Masa berlakunya akad muzara’ah disyaratkan harus jelas dan
ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila
masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad muzdra’ah tidak
sah.”

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad
(‘aqidain) yaitu cakap dalam melakukan akad, yaitu baligh dan
berakal. Pendapat ini dikemukakan Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah.
Sedangkan menurut Hanafiyah cukup berakal saja. Adapun baligh
tidak menjadi syarat. Oleh karena itu sah hukumnya anak kecil yang
belum baligh asalkan ada izin dari orang tuanya melakukan akad.

Syarat 'yang berhubungan dengan objek akad, yaitu tanah yang
ditanami, benih, hasil. panen adalah sebagai berikut:

a) lanah yang akan ditanarﬁi harus jelas batas-batasnya, cocok untuk

ditana.m__i._.--: T~ b,
b) Benih yang al;ér'l ditanam harus jelas jenisnya. Ulama Hanéfiyah

dan Malikiyah membolehkan benih berasal dari salah satu pihak,

baik berasal dari pemilik tanah atau pihak penggarap tanah. Akan
tetapi menurut Hanafiyah tidak diperbolehkan berasal dari kedua
belah pihak, sedangkan menurut Malikiyah hal tersebut
diperbolehkan.

c) Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas, seperti

seperdua, sepertiga, seperempat, dan yang lainnya.

" Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 398.
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d) Hasil panen milik berserikat antara pemilik tanah dan petani
penggarap. Jika kedua belah pihak mensyaratkan bahwa hasil
panen untuk salah satu pihak, maka tidak sah.

e) Hasil panen berasal dari benih yang ditanam di tanah tersebut. Jika
kedua belah pihak mensyaratkan hasil panen berasal dari benih
yang ditanam dari tanah lain, maka tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu dalam akad
muzdra’ah atau mukhgbarah. Ulama Hanafiyah mensyaratkan pembatasan
waktu secara jelas. Sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkannya. Adapun
syarat yang berhubungan ijab dan gabil (shighah) dalam hal ini sama
syaratnya dengan ijab dan qabul kaitannya dengan syirkah sebagaimana

telahndikemukakan di atas.®®

D. Akibat AkadsMuzdira’ah dan Muséqah

Menurut jumhuf: _-t-ji'ah'j'a- yang ;_r_Tjé'r'r_ibd-I'éh-kan akad muzdra’ah dan

mukhabarah, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka

akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya
pemeliharaan pertanian itu.

2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan
tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan
presentase bagian masing-masing.

3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

%Enang Hidayat, Op.Cit. h. 174.
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4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Apabila tidak ada kesepakatan. Berlaku kebiasaan di tempat masing-
masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-
masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan
melakukan irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui
irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani,
maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku
sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena
jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (al-ijarah) bersifat
mengikat. kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu,
menurut . mereka, kematian salah satu pihak yang® berakad tidak
membatalkan akad ini.®* |

E. Hikmah Muzdm.’qh_.-an-M_Uquah Q
Disyaratkannya muzé;d’éh dan mUSaqah karena dapat mendatangkan

hikmah yang sangat besar, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat luas.

Di antara hikmah yang dapat dipetik sebagai berikut:

1. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah
pihak.

2. Terjalinnya silahturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya
sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.

3. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang

tidak memiliki modal usaha atau perkebunan.

81Nasrun Haroen, Op.Cit, h. 280.
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4. Terhindar dari praktek penipuan, pemerasan, karena dalam akad
muzdra’ah  dan musdgah harus ada kejelasan yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak.

5. Turut menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan,
karena harta tidak hanya berputar dari satu kelompok saja.

6. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. yang termasuk perbuatan ibadah.
Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Figh Muamalah

bahwa, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti sapi, kerbau,
kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk
mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya
banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang
layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk
mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk
mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat
menghasilkan sesuatu apapun.

Muzdra’ah dan mukhgbarah disyariatkan untuk menghindari adanya
kepemilikan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah
untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi
karena tidak ada yang mengolahnya.®

Muzdra’ah dan mukhgbarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal

lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep bekerja

8Tanto Aljauharie, “Konsep Musaqah, Muzara’ah, Mukhabarah dan Hikmahnya” (On-
line), tersedia di: http://jawharie.blogspot.com/2012/20/konsep-musagah-muzaraah-mukhabarah-
dan.html (2 Oktober 2012).

®Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 159-160.
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sama dengan upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak
dengan tujuan bisa saling menguntungkan dan saling bertanggungjawab.
Muzdra’ah dan mukhgbarah dalam Islam tidak membedakan antara bagi
laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat yang suka merantau seperti
masyarakat Pidie. Suami akan merantau, sedangkan istri tinggal di kampung
bersama orang tuanya. Istri yang ditinggalkan suami akan melakukan
kegiatan, seperti menanam kacang hijau, cabe, bawang atau kegiatan lainnya
untuk menambah penghasilan yang dikirim oleh suaminya diperantauan. Hasil
kerja istri biasanya akan dibeli perhiasan-perhiasan atau benda-benda lain
yang khusus untuk perempuan. Ketika rumah tangga mereka bubar, jenis harta

kekayaan ini menjadi milik bekas istri.2*

. Berakhirnya Akad Muzdr_a"ah danMusdgah
Beberapamhal yang .menyeba.bka.n berakhirnya®akad musaqah dan

muzdra’ah. MuzirBOmk d""n muséq_gh’__"'_..fér-lééd'ang berakhir karena telah

terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan
tetapi, terkadang akad muzéra’ah berakhir sebelum terwjudnya tujuan
muzara’ah dan musaqah, karena sebab-sebab berikut:

1. Masa perjanjian muzara'ah dan musagah telah habis. Akan tetapi, apabila
jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik
panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi
sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam

menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan

8A. Hamid Sarong, dkk, Figh (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), h. 114.
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upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat.

Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti

pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab

bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian

masing-masing.®

Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum

dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa

dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanéafiyah dan

Hanabilah. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Malikiyah akad tersebut

tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan

akad.

. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilikstanah maupun dari

pihak penggarap. Di antara udzur' atau alasan tersebut adalah sebagai

berikut: | y B

a. Pemilik memiliki I-hut.ang yand 'bﬂeﬂsar dan mendesak, sehingga tanah
yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan
tidak ada harta lain selain tanah tersebut.

b. Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian

untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.®

%Nasrun Haroen, Op.Cit. h. 280-281.
8 Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 403-404.
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LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau
Panggung Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Desa Talang Jawa
Berdasarkan undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan ‘masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem
Pemerintah.  Nasional ,dan berada di Kabupaten/keta, sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang DasarNegara<Republik Indonesia
Tahun 1945. | y =

Pekon Talang Jav.\./ﬂa' rherupaka.l.hy.b.ékon berada di Kecamatan Pulau
Panggung Kabupaten Tanggamus. Pekon Talang Jawa awalnya bernama
Pedukuhan Talang Jawa, yang tergabung dengan Pekon Gunung Megang
dimana pada tahun 2006 berdasarkan hasil musyawarah dan kemufakatan
seluruh elemen masyarakat yang ada di pekon Gunung Megang dan

pedukuhan Talang Jawa, maka pada tahun 2007 pedukuhan Talang Jawa

dimekarkan menjadi Pekon Talang Jawa .
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2. Letak Geografis Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus

a. Geografi

1)

2)

Letak dan Luas
Wilayah Pekon Talang Jawa merupakan salah satu dari 21
Pekon di wilayah Kecamatan Pulau Panggung, yang terletak
Kecamatan Pulau Panggung, Pekon Talang Jawa mempunyai luas
wilayah seluas 2.300 Hektar. Dengan batas-batas pekon sebagai
berikut:
a) Sebelah barat berbatasan dengan pekon Datarajan kecamatan
Ulu Belu,
b) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Gunung Megang,
0) Sebelah utard bérbatasinidengan Pekon Talang Beringin,
d) “Sebelah —selatan berbatasan~ dengan™ pekon Air Bakoman
kecamatan Al 'r-'Bakoman_:..:'..m.._'_'_f.'.. 2N
Iklim
Iklim Pekon Talang Jawa, sebagaimana pekon-pekon lain di
wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal
tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang

ada di Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung.



46

b. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
1) Jumlah Penduduk
Pekon Talang Jawa mempunyai jumlah penduduk 1.400 Jiwa,

yang tersebar dalam 3 wilayah Kesukuan dengan perincian tabel

berikut:
Daftar Sumber Daya Manusia
No Uraian Sumber Daya Volume Satuan
Manusia (SDM)
1 | Petani/Pekebun 150 Orang
2 | Tukang 25
3 | PNS )
4 ' | Buruh _ 25
Wiraswasta/Pedagéhg 1 15
6 | Peternak =25

== . -~ e

2) Sarana dan Prasarana Pekon
Tingkat pembangunan Pekon Talang Jawa dibandingkan
dengan Pekon-pekon yang lain di Kecamatan Pulau Panggung
perlu ditingkatkan kembali mengingat kondisi sarana dan prasarana
umum Pekon Talang Jawa secara garis besar adalah sebagai
berikut:

Daftar Sumber Daya Pembangunan

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Volume | Satuan

1 | Pembangunan Aula depan kantor 1 Unit
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2 | Pembangunan Pos Kamling 6 Unit
3 | Pembangunan PAUD 2 Unit
4 | Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Unit
5 | Pembangunan Saluran Irigasi 10.000 | Meter
6 | Pembangunan Drainase 2.000 Meter
7 | Pembangunan Badan Jalan 10.000 | Meter
8 | Pembangunan Rabat Beton 4.000 Meter
9 | Pembangunan Paving Blok 3.000 Meter
10 | Pembangunan TPQ 3 Unit
11 | Pembangunan Saluran Air Bersih 6.000 Meter
12 | Pembangunan MCK 100 Unit
| 13 | Pembangunan Pagar Kantor Pekon 240 Meter
14" 'Rehab Kantof Pekon ¢ 1 Unit
15*Rehab Pos Kamling 6 Unit
16 | Rehdb PAUDY 0 i 2 Unit
17 | Rehab Sekolah Dasar Negeri 1 Unit
18 | Rehab Saluran Irigasi 5.000 Meter
19 | Rehab Drainase 4.000 Meter
20 | Rehab Badan Jalan 2.000 Meter
21 | Rehab Rabat Beton 4.000 Meter
22 | Rehab Paving Blok 5.000 Meter
23 | Rehab TPQ 3 Unit
24 | Rehab Saluran Air Bersih 5.000 Meter
25 | Rehab MCK 100 Unit




48

26 | Rehab Pagar Kantor Pekon 240 Meter
27 | Pembangunan Jembatan 10 Paket
28 | Pengerasan jalan 4.000 Meter
29 | Pembangunan onderlag jalan 4.000 Meter
30 | Pengaspalan jalan 4.000 Meter
31 | Pembangunan balai pekon 1 Unit
32 | Rehab balai pekon 1 Unit
33 | Pembangunan Paping Blok Halaman 10x20 Meter
Kantor Pekon
34 | Rehap paping blok halaman kantor 10x20 Meter
35 | Pembangunan Gapura Dusun 3 Unit
36/ (. Pembangunan Balai Seni Budaya Pekon 1 Unit
87 | Rehap masjididan mushola P Unit
38_ Pengadaan Temp’at Pemékaman Umum( & 1 Paket
| TPY) -
A =
39 | Pembangunanpagar TPU™ 1 Paket
40 | Pembangunan pagar kantor pekon 1 Paket
41 | Pembangunan Balai pekon 1 Paket
42 | Pembangunan pasar pekon 1 Paket
43 | Pengadaan Teralis Kantor Pekon 1 Paket
44 | Pengadaan Sarana dan prasarana kantor 1 Paket
pekon
45 | Pembangunan Tower Air Baku 1 Paket
46 | Pengadaan tower air kantor 1 Paket
47 | Biaya Perawatan Kantor pekon 1 Paket
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48 | Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Paket
Pekon dan Aparat Pekon

49 | Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Unit
kepala pekon dan aparat pekon

50 | Siltap Kepala Pekon dan Aparat pekon Paket

51 | Perjalanan Dinas kepala pekon dan Paket
aparat pekon

52 | Jaminan kesehatan kepala pekon dan Paket
aparat pekon

53 | Tunjangan Kepala pekon dan Aparat Paket
pekon

54 | Pengadaan Atribut/Pangkat pakaian Paket
Dinas kepala pekon dan apparat

55/ | Pendataan Pekon Paket

56 *| Honor dan operasional eperator Paket

ST, | Honor cleaning service kantor pekon Paket

58 | Insentifdan operasional linmasy, Paket

59 | Insentif dan dp;erasionalnF'ét Paket

60 | Insentif dan opersional ketua dan Paket
anggota LPM

61 | Tunjangan dan operasioal ketua dan Paket
anggota BHP

62 | Pengadaan sarana dan prasarana Paket
perlengkapan kantor

63 | Pengadaan Atk kantor Paket

64 | Biaya Penggandaan administrasi pekon Paket

65 | Pembinaan Pkk Paket

66 | Pembinaan kerukunan umat beragama Paket
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67 | Pembinaan majelis ta’lim 6 Paket
68 | Kegiatan PHBI 6 Paket
69 | Pelaksanaan MTQ 6 Paket
70 | Peringatan HUT RI 6 Paket
71 | Peringatan HUT Tanggamus 6 Paket
72 | Kegiatan BBRGM 6 Paket
73 | Kegiatan keseniaan dan kebudayaan 6 Paket
74 | Kegiatan kepemudaan dan olahraga 6 Paket
75 | Pengadaan sarana dan perasarana 6 Paket
olahraga
76 | Pengadaan sarana dan perasarana seni 6 Paket
dan budaya
77 | Pengadaan sarana dan perasarana 6 Paket
majelis ta’lim
78, Pembinaan dan p'elalti'hénl kelomp_ok_ta_ni 6 Paket
79 | Pengadaanisarana dan perasarana.. 6 Paket
kelompok tani
80 | Pembinaan karang taruna 6 Paket
81 | Pengadaan penerangan lampu jalan 6 Paket
82 | Kegiatan pelatihan kepala pekon dan 6 Paket
aparat pekon
82 | Kegiatan sosial kemasyarakatan 6 Paket
83 | Peningkatan kapasitas Guru ngaji 6 Paket
84 | Peningkatan kapasitas Guru PAUD 6 Paket
85 | Pengadaan tarup tenda 20 Unit
86 | Pengadaan kursi plastic 10.000 Buah
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87 | Pengadaan jenset Unit
88 | Pengadaan mesin babat rumput Unit
89 | Pengadaan Alat-alat Prasmanan Paket
90 | Peringatan HUT Pekon Paket
91 | Honor jaga malam kantor Tahun
92 | Pengadaan surat kabar harian 4 Tahun
exsemplar
93 | Bantuan sosial orang cacat Tahun
94 | Bantuan sosial masyarakat tidak mampu Tahun
95 | Bantuan sosial anak sekolah tidak Tahun
mampu
96 | Honor bendahara Tahun
97 | Seragam PDUB Paket
08 | Belanja barang BBM kendaraan dinas Paket
99 Sarana_c_ian prasarana PAUD » Paket
100 Hona; Tlmpenyusun , Tahun
RPJM/RKP/APBD
101 | Pengadaan tarup tenda dan kursi Paket
102 | Pengadaan alat prasmanan Paket
103 | Pengadaan jenset Unit
104 | Pengadaan pengeras suara Unit
105 | Pengadaan pengeras suara masjid Unit
106 | Pengadaan mesin babat rumput Unit
107 | Pengadaan alat rabanah Paket
108 | Sewa gedung PAUD Tahun
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109 | Rehap gedung posyandu 2 Paket
110 | Pengadaan sarana prasarana pkk 4 Paket
111 | Honor Penjaga Pekon 6 Tahun
112 | Pengadaan Sumur Bor dan sanyo 1 Paket

3) Sosial Budaya Pekon Talang Jawa

Potensi kekayaan Sosial Budaya di Pekon Talang Jawa sangat

beragam, selengkapnya sebagai berikut:

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume | Satuan

1 | Kelompok Rabanahan Anak-anak TPA 4 24
Pekon Talang Jawa

2 | Kelompok Rabana Ibulbu Pengajian 4 40
Pekon.Talang Jawa

3 Kelorn_pek--Rapana RISMA__Peken;Talang 3 60

4 | Kelompok Marhabah Talang Jawa 3 30

5 | Kelompok Rabana Bapak-bapak Talang 2 20
Jawa

6 | Kelompok Seni Budaya Semende ( 2 100
kuntau )

7 | Kelompok Seni Budaya Kuda Lumping 1 30

8 | Seni Budaya Lampung 1 30

9 | Seni Budaya Jawa Campur Sari 1 15

4) Nama-nama Kepala Pekon Talang Jawa yang Pernah atau Sedang

Menjabat
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No Periode Nama Kepala Pekon Keterangan
1. 2007-2008 Darmawan Pj. Kakon
2. 2008-2014 Hatamsah Kakon
3. 2014-2015 Mahidin.S.E, M.M. Pj.Kakon
4. 2015-2021 Mubhaidi Kakon

B. Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di
Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan dari orang lain karena manusia
saling membutuhkan satu sama lain, terutama penggarap tanah yang ingin
memenuhi kebutuhan hidupnya serta pemilik tanah yang ingin tanahnya bisa
bermanfaat:dan menghasilkan. Oleh karena itu, masyarakat'Desa Talang Jawa
melakukan kerjasama antara pemilik tanah dan.penggarap tanah, dalam hal ini
yaitu mengelola kep_un-_k_qpi...dan mengga,rapj_s_a\_/v_ah.

Kerjasama yang dilaktjkén oleh .'r.r.ﬁﬂasyarakat Desa Talang Jawa yaitu
penggarap tanah ingin mengelola kebun dari pemilik tanah, yang mana kebun
tersebut ingin dikelola oleh penggarap agar hasil dari penggarapan kebun kopi
tersebut bisa dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Pemilik tanah
yaitu orang yang memiliki hak penuh atas tanah yang akan digarap oleh
penggarap tanah baik kebun kopi atau sawah. Sedangkan penggarap tanah
adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu menggarap tanah
milik pemilik tanah, dalam hal ini penggarap tanah menggarap, mengelola dan

memanen hasil dari garapan tanah yaitu kopi dan sawah.
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Kerjasama yang mereka lakukan menggunakan akad musagah karena
tanah serta bibit kopi dari pemilik tanah dan kebun kopi sudah ada sebelum
melaksanakan kerjasama. Awal perjanjian yang mereka lakukan yaitu hanya
mengelola kebun kopi. Seiring berjalannya waktu pemilik tanah ingin bekerja
sama lagi dengan penggarap tanah karena pemilik tanah masih mempunyai
lahan kosong yang belum dikelola oleh siapapun. Penggarap tanah juga mau
bekerja sama lagi dengan pemilik tanah serta menyarankan menggarap sawah
karena penggarap tanah memiliki bibitnya. Pada kerjasama menggarap sawah
akad yang mereka lakukan menggunakan akad muzéra’ah karena tanah milik
pemilik tanah sedangkan bibit milik penggarap tanah.®’

Dalam hal ini yang terlibat dalam  perjanjian ‘kerjasama bagi hasil
perkebunan kop| dan penggarapan sawah yaitu hanya pemlllk tanah dan
penggarap tanah tanpa dlcan’rpur angarT dengan orang Iam atau saksi, serta

tidak ada syarat sy gg\s untukm ian kerjasama bagi hasil dalam

perkebunan kopi dan penggarapan :sawah Pemilik tanah menyerahkan
kebunnya dan sawahnya agar dikelola, digarap, dirawat dengan baik agar bisa
menghasilkan, dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan mereka,
dan jangka waktu yang ditentukan sekitar kurang lebih 6 tahun.®

Terdapat perbedaan pada kerjasama yang dilakukan antara ibu Minah
dengan bapak Supri dan bapak Agus Salim dengan bapak Warhamsyah yaitu

antara lain:

8 0lahan data dari hasil wawancara dengan Beberapa Penggarap dan Pemilik tanah,
diantaranya Agus, Minah, Supri, Warham.
$\Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.
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1. Luas tanah, yaitu luas tanah dari kerjasama antara ibu Minah dan bapak
Supriyanto kurang lebih seluas 1,2 hektar untuk kebun kopi, sedangkan
panjang dan luas sawah yaitu 20x15 meter. Luas tanah kebun kopi dari
kerjasama bapak Agus Salim dan bapak Warhamsyah yaitu kurang lebih
seluas 1 hektar, sedangkan untuk luas sawah yaitu 25x18 meter.

2. Pembagian hasil, yaitu karena perbedaan luas dari tanah yang digarap
maka pembagian hasil kerjasama yang mereka lakukan berbeda.
Pembagian hasil kerjasama kebun kopi dan sawah antara ibu Minah
dengan bapak Supriyanto yaitu ibu Minah memberikan 50% hasil panen
kepada bapak Supri sebanyak 15 karung kopi. Sedangkan pembagian hasil
kerjasama kebun kopi dan sawah antara bapak Agus Salim dan bapak

Wé’rham_syah yaitu bapak Agus_memberikan 50__%--h‘é§il panen kopi

seb\ang/:gk 10 karung. : .

rap tanah yang ingin memiliki

Kerjasama ini pa

umumnya yaitu
. . v vl .

pekerjaan mencari seseorang yang memilki tanah dan menawarkan dirinya
untuk bisa menggarap tanah milik pemilik tanah. Akad yang dilakukan antara
pemilik tanah dan penggarap tanah yaitu hanya didasari kepercayaan dan suka
sama suka serta rela sama rela. Oleh karena itu mereka melakukan perjanjian
kerjasama ini hanya secara lisan (tidak tertulis) dan perjanjian seperti itu di
kalangan masyarakat sudah dianggap sah dan hal ini menjadi akad kebiasaan

yang dilakukan oleh masyarakat Desa setempat. Mengenai jangka waktu

dalam kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat menentukan waktu 6 sampai 7
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tahun.®® Akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan
keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati.”

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak, saat itu juga
penggarap tanah memiliki hak penuh atas tanggung jawab untuk merawat,
mengelola serta memanen hasil dari garapan sawah dan kebun kopi milik
pemilik tanah. Sedangkan pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya kepada
penggarap baik itu perawatan, peralatan, obat-obatan, hingga kebun kopi dan
sawah tersebut menghasilkan dan bisa dijual, serta hasilnya bisa dibagi sesuai
kesepakatan yang mereka lakukan di awal perjanjian.™

Awal perjanjian yang mereka lakukan yaitu hanya mengelola kebun kopi.
Seiring berjalannya waktu pemilik tanah ingin bekerja sama lagi dengan
penggarap tanah karena pemilik tanah.masih mempunyal 1ahan kosong yang

belum dlkelola oleh smpapun—Peng’arap tanah Juga mau bekerja sama lagi

dengan pemlllk tan menyarankar;me rap sawah karena penggarap
%i“@ - Hi!&

“-_f

tanah memiliki bibitnya. Mereka melakukan akad muzara’ah karena tanah
dari pemilik tanah dan bibit dari penggarap tanah. Pembagian hasil yang
mereka lakukan yaitu sama seperti kerjasama musagah yaitu dengan sistem
paroan. Penggarap tanah melakukan pekerjaan mengelola kebun kopi serta
menggarap sawah.*

Pembagian hasil dari akad awal yang mereka lakukan adalah dengan

sistem paroan yaitu hasil dari kebun kopi dan sawah yang digarap oleh petani

8 Agus Salim, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

Muhammad Maksum, “Model-model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah”, al-
‘Adalah, Vol. XII, No. 1 (Juni, 2014), h. 50.

*l\Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.

%2\Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019,
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dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Tetapi, praktik yang
dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah yaitu hasil dari kopi
dibagi oleh pemilik tanah seperti sistem upah karena pemilik tanah
membaginya menurut takaran pemilik tanah dan tidak ada setengah dari hasil
penggarapan kebun kopi tersebut.*®

Hasil yang digarap oleh penggarap tanah yaitu sebelum dijual hasil
panennya oleh penggarap tanah diberikan semua hasil panen kepada pemilik
tanah, hal ini dilakukan atas dasar keinginan dari pemilik tanah.*

Awal pembagian hasil sebelum penggarap tanah menggarap sawah atau
bekerja sama dengan sistem muzéra ‘ah yaitu hanya bekerja sama dengan akad
musagah, yang mana penggarap tanah menggarap kebun kopi saja. Hasil yang
dlberlkan ﬂleh pemilik tanah sepertl S|stem mengupah tldak .dlbagl hasilnya
dengan 5|stem paroan yarttr permllk tanah memberlkan uang kepada

penggarap tanah setelal _aSI| panen ggnﬁl-ee_n un kop| yang digarap oleh

penggarap tanah. Ketika telah melakuka{n kerjasama lagi yaitu menggunakan
akad muzéra’ah yang mana penggarap tanah menggarap sawah milik lahan
pemilik tanah. Pembagian hasil yang mereka lakukan berbeda dengan sebelum
melakukan kerjasama menggunakan akad muzara ‘ah.*®

Pembagian hasil yang mereka lakukan yaitu pemilik tanah ingin hasil dari
garapan dua lahan tanahnya diberikan dahulu kepada pemilik tanah lalu
setelah diberikan semua kepada pemilik tanah maka pemilik tanah membagi

hasil yang telah telah dipanen. Pemilik tanah membagi hasil panen dari dua

%Minah, wawancara dengan ibu Minah, Tanggamus, 20 Oktober 2018.
**Sypriyanto, wawancara dengan bapak Supriyanto, Tanggamus, 28 Januari 2019.
%Minah, wawancara dengan ibu Minah, Tanggamus, 28 Januari 2019.
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hasil panen (kebun kopi dan sawah) berbeda dengan pembagian hasil sebelum
melakukan kerjasama menggunakan akad muzara ah yaitu menggarap sawah,
pembagian hasil dari dua lahan pertanian dibagi dengan sistem paroan seperti
awal perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap tanah lakukan, yaitu
pemilik tanah membagi hasil paroan (50% untuk pemilik tanah dan 50%
untuk petani penggarap) hanya pada hasil panen kebun kopi. Sedangkan untuk

hasil dari garapan sawahnya tidak dibagi oleh pemilik tanah. %

C. Alasan-Alasan Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan
Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung
Kabupaten Tanggamus

Adapun alasan-alasan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan

kebun kopi, sebagai berikut.

— ek o : \
(= Tidak mempunyai
""" keahlian
. r — 1
—>| Pemilik Tanah k=51 sibuk bekerja di luar
i desa
g
4 N
Alasan-alasan > | Saling tolong menolong
Kerjasama Bagi L )
Hasil , N
> Ingin mempunyai
pekerjaan
\ S

Penggarap . .
9[ Tanah ]—9 Tidak mempunyai lahan

N Saling tolong menolong

Hasil wawancara dari beberapa pemilik tanah dan petani penggarap

diperoleh suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi

%Supriyanto, wawancara dengan bapak Supriyanto, Tanggamus, 28 Januari 2019.
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hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yaitu menurut bapak Agus
Salim selaku pemilik tanah menjelaskan bahwa alasan melaksanakan
kerjasama ini yaitu disebabkan karena tanah miliknya jarang digarap oleh
bapak Agus Salim karena kesibukan bekerja di luar desa dan letak lahannya
jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak bisa menggarap tanah miliknya.
Sehingga bapak Agus menyerahkan tanah miliknya kepada petani penggarap
agar digarap, dirawat, serta dipanen oleh petani penggarap sehingga bisa
menghasilkan panen pada tanah milik bapak Agus. Serta alasan membagi hasil
seperti itu karena terkadang jika sedang libur bekerja di luar desa bapak Agus
membantu menggarap tanah miliknya bersama dengan petani penggarap serta
membantu menjual hasil panen bersama defigan petani penggarap.®’

M.,_émmta ibu Minah sel__,a_lﬁ__u . emjli_\k tanah bahwa'____.alasaf:)_‘ melaksanakan

pembazjia\r‘j_‘ha‘sil kerjasamaip%ng r'abé‘r%‘sawah dan kebunkopl yaitu karena

petani penggarap gg: ruma a . r_r;eminta pekerjaan, sebab
petani penggarap tidak m:Fﬁiliki peaan sehingga sangat membutuhkan
pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ibu Minah ingin menolong
petani penggarap yaitu bapak Supri agar dapat pekerjaan, selain itu ibu Minah
tidak memiliki kemampuan untuk menggarap tanah miliknya sendiri. Serta
alasan membagi hasil seperti itu dikarenakan bahwa semua hasil panen yang
telah dipanen oleh petani penggarap diberikan semua kepada ibu Minah dan

yang menjual hasil panen tersebut adalah ibu Minah sehingga pembagian hasil

% Agus Salim, wawancara dengan bapak Agus, Tanggamus, 28 Januari 2019.
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seperti itu menurut ibu Minah adil sehingga tidak merugikan kedua belah
pihak.”

Alasan mengapa bapak Warham menggarap tanah milik pemilik tanah
yaitu karena hasil panen yang dipanen oleh bapak Warham dijual bersama
dengan pemilik tanah dan pemilik tanah terkadang membantu mengolah tanah
miliknya sehingga meringankan pekerjaan bapak Warham serta bapak
Warham ingin agar tetap mempunyai penghasilan tambahan untuk memenubhi
kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Serta ingin membantu agar tanah
pemilik tanah ada yang merawat dan mengolahnya sehingga membuahkan
hasil yang maksimal.*

Alasan mengapa bapak Supri-menggarap tanah milik pemilik tanah yaitu
karena 'tidak memilik lahan untuk digarap sehingga ingin- 'menggarap lahan
milik orang lain, .dan mau’ bekerja Sama dengan pemlllk tanah untuk

menggarap sawah daﬁkehun kopi. Selgm IEH agar bisa memiliki pekerjaan

'“-h-..\\ _/‘

supaya bisa menghidupi kebutuhan hldupnya serta keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diperoleh suatu
data bahwa dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun kopi
dan penggarapan sawah antara pemilik tanah dan penggarap tanah, hanya
didasari pada unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini lebih berperan
penting dibanding dengan unsur yang lain, sehingga dari unsur kepercayaan
ini terdapat tolong menolong di antara pemilik tanah dan penggarap tanah.

Karena pemilik tanah tidak terlalu memperhatikan keahlian penggarap tanah

*®Minah, wawancara dengan ibu Minah, Tanggamus, 28 Januari 2019.
%*Warhamsyah, wawancara dengan bapak Warhamsyah, Tanggamus, 28 Januari 2019.
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untuk menggarap tanah miliknya tetapi pemilik tanah menanamkan
kepercayaan kepada penggarap tanah untuk mengelola lahan miliknya. Selain
itu pada pembagian hasil penggarap tanah mempunyai keyakinan dan
kepercayaan kepada pemilik tanah bahwa pemilik tanah membagi hasil sesuai
kesepakatan. Tetapi terkadang pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik
tanah dibagi dengan dilihat dari tenaga penggarap tanah saja, tidak melihat
awal perjanjian yang mereka lakukan.

Dilihat dari sisi ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat Desa Talang
Jawa yang pada awalnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, dengan
kerjasama bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik tanah ini
mengalami peningkatan dan petani penggarap yang hanya memiliki lahan
yang sedikit sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bisa
mendapatkan pekerjaan sehingga bisa' memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari.*%

1%90ahan data dari hasil wawancara kepada penggarap tanah, di antaranya Warhamsyah
dan Supriyanto
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun
Kopi

Praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi
yang terjadi di desa Talang Jawa terdapat beberapa persoalan, sebagai berikut.
1. Pembagian hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Pembagian hasil dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari pemilik tanah.

Pertama, pembagian hasil yang terjadi di Desa Talang Jawa menggunakan
akad musagah pada akad awal antara pemilik tanah dan petani penggarap
pembagian hasil ditentukan paroan yaitu 50% untuk pemilik tanah dan 50%
untuk petani.penggarap. Akan tetapi, praktik pembagian hasil tidak sesuai
dengan kesepakatan awal antara pemilik tanah dan penggarap tanah lakukan,
pemilik tanah membagi hasil dari hasil kebun.kopi yang menggunakan akad
musagah yaitu me[n_b_'er_i_kan._uang dari pen_j_ga[@_ hasil panen kebun kopi dan
pemilik tanah tidak membérikan seteng.]'a.ﬂr; dari hasil panen kopi tersebut.

Ketika kedua belah pihak melakukan kerjasama pembagian hasil
menggunakan akad muzdra’ah dan musagah, pemilik tanah membagi hasil
panen dari dua garapan lahan kebun kopi dan sawah dengan paroan yaitu
pemilik tanah memberikan 50% hasil kebun kopi saja, sedangkan hasil dari
panen sawah tidak dibagi oleh pemilik tanah. Pembagian hasil yang dilakukan
oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan kesepakatan akad awal yang mana
akad awal tersebut kedua belah pihak sepakat bahwa pembagian hasil dibagi

dengan sistem paroan pada akad muzdra’ah dan musagah.



63

Kedua, kemauan sepihak dari pemilik tanah yaitu hasil panen yang telah
dipanen oleh petani penggarap yaitu pada kerjasama kebun kopi dan petani
penggarap belum menggarap sawah, maka oleh petani penggarap atas dasar
permintaan dari pemilik tanah semua hasil panen kopi diberikan kepada
pemilik tanah. Hasil dari panen kopi sekitar 1 ton sampai 1 setengah ton
perhektarnya. Setelah dipanen dan petani penggarap memberikan hasil panen
kepada pemilik tanah maka pemilik tanah menjual terlebih dahulu kopi yang
telah dipanen. Setelah semua kopi dijual lalu pemilik tanah memberikan uang
kepada petani penggarap.

Setelah hasil panen kebun kopi dan sawah, semua hasil panen diberikan
kepada pemilik tanah dan ketika itu pemilik tanah langsung membagi hasil
panen kopixdengan secara setengah hasil panen kopi untukspetani penggarap
dan setengah hasil panen kopi untuk pemilik tapnah. Padd saat itu hasil panen
kopi terdapat 28.k§ang--yang mana be__r_at.be_r-_sm karung 50kg, pemilik tanah
membagi 14 karung k(-e..béd.a petani..' Hb(.e.ﬂnggarap, tetapi hasil panen dari
penggarapan sawah tidak dibagi karena pemilik tanah telah memberikan
bagian yang lebih besar dibanding dengan hasil panen kopi saja. Bagi hasil
seperti ini sama saja dengan penentuan oleh pemilik tanah karena
penentuannya didasarkan pada jumlah tertentu secara mutlak.

Faktor-faktor yang membuat pemilik tanah dan petani penggarap bagi
hasil kerjasama seperti itu, antara lain:

a. Pemilik tanah menjual sendiri hasil panen kebun kopi, oleh karena itu
pemilik tanah memberikan uang ketika telah menjual semua hasil panen

kopi, dan menurut pemilik tanah pembagian hasil seperti itu adil.
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b. Pemilik tanah membagi setengah hasil pada kopi saja dan tidak dengan
hasil panen sawah karena hasil panen sawah tidak terlalu baik untuk dibagi
karena tanah yang digarap oleh petani penggarap tidak terlalu luas
sehingga hasil panen sawah tidak banyak oleh karena itu pemilik tanah
membagi hasil kopi saja dan memberikan kepada petani penggarap dengan
melebihi pembagian hasilnya dari pembagian hasil sebelumnya.

c. Penggarap tanah menerima pembagian hasil dengan pembagian yang
dibagi sendiri oleh pemilik tanah karena jika tidak menerima pembagian
hasil seperti itu yang dikhawatirkan petani penggarap kerjasama bisa
dibatalkan oleh pemilik tanah dan petani penggarap akan kehilangan
pekerjaannya serta tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Penggarap tanah menerima pembagian hasil yang tidak-seSuai dengan akad
awal‘karena penggarap tanah ingin membantu pemilik tanah agar tanahnya
bisa dirawat. §e_r§a_ bisa _mendapa_tkan-_h_agi_l panen. Selain itu petani
penggarap bisa men-dﬂabétkan tar.ﬁbéﬂr.].an penghasilan untuk memenuhi
kebutuhannya dan keluarganya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam
Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi

Tinjauan hukum Islam tentang persoalan kerjasama bagi hasil yang terjadi
di Desa Talang Jawa adalah sebagai berikut.

Pertama, pembagian hasil yang terjadi pada masyarakat Desa Talang Jawa
ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pandangan hukum Islam terhadap

pembagian hasil yang tidak sesuai dengan akad awal tidak diperbolehkan,
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berdasarkan Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 75-77
yang berbunyi:
&/J'/GU" jJWLMUJLVJ‘;;/ﬁEJ&‘WUJFﬁB
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Artinya: Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada
Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya
kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk
orang-orang yang saleh. (75) Maka setelah Allah memberikan kepada mereka
sebahagian dari ‘karunia-Nya, mereka Kikir dengan karunia itu, dan
berpaling, dan_mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi
(kebenaran). (76) Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka
sampal kepada waktu mereka, menemui ‘Allah, karena mereka telah
memungkiri terhadap Allah apa yang, telah.mereka ikrarkan kepada-Nya dan
juga karenasmerekaselalu berdusta.(77)

Penjelasan ayatat tersebut bahwa seseorang_yang telah melakukan akad
harus disempurnakan. Tldak boleh dlkurangl dan praktik pembagian hasil
yang tidak sesuai dengan akad tidak diperbolehkan, karena pemilik tanah
dalam membagi hasil tidak sesuai dengan akad awal dan telah merusak akad.

Adapun alasan bahwa petani penggarap menerima pembagian hasil yang
dibagi sendiri oleh pemilik tanah dan tidak sesuai dengan awal perjanjian yang
mereka lakukan, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa petani
penggarap bahwa petani penggarap rela menerima pembagian hasil seperti itu

karena melihat keadaan ekonomi keluarganya yang sangat membutuhkan.

Oleh karena itu mau tidak mau petani penggarap menerima pembagian hasil
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seperti itu, karena agar petani penggarap tetap mempunyai pekerjaan dan
tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena petani penggarap terpaksa
menerima pembagian hasil seperti itu karena kondisi keadaan yang tidak
memungkinkan, dan tidak perbolehkan kerjasama bagi hasil seperti ini karena
tidak jelas akad yang mereka lakukan serta pembagian hasil yang tidak sesuai
kesepakatan awal dan belum sesuai dengan koridor hukum Islam.

Berdasarkan kaidah fikih yaitu:

AT e g 3% LS AAuyi Al i Y]
“Hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya

(memakruhkannya atau melarangnya”.

Maksudnya,. apabila terdapat suatu kerelaan antara“kedua belah pihak
dalam melakukan muamaléh tetapi ada iarangan dalileyang mengharamkannya
maka pembagian haéit ie-r-s'__ébut tidak d_i_p‘_(é__'r'b_cj)'léﬁkan.

Kedua, pembagian hasil dari kebun kopi dan sawah dibagi sesuai kemauan
sepihak dari pemilik tanah. Praktik pembagian hasil yang terjadi di Desa
Talang Jawa ini yaitu semua hasil panen dari kebun kopi dan sawah diberikan
dahulu kepada pemilik tanah hal ini atas dasar permintaan dari pemilik tanah
karena pemilik tanah ingin hasil panennya dibagi sendiri oleh pemilik tanah.
Praktik yang dilakukan pemilik tanah yaitu dengan menentukan pembagian
hasil dengan cara penentuannya sendiri dengan jumlah tertentu. Sebelum
melakukan kerjasama bagi hasil muzdra’ah yaitu penggarapan sawah, pemilik

tanah menentukan pembagian hasil seperti memberikan upah kepada petani
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penggarap, tetapi setelah melakukan kerjasama bagi hasil muzéara’ah yaitu
menggarap sawah, pemilik tanah menentukan pembagian hasil sesuai akad
awal yaitu paroan terhadap hasil dari panen kopi saja sedangkan hasil dari
panen sawabh tidak dibagi hasilnya.

Penjelasan pada bab-bab sebelumnya bahwa pembagian hasil itu
ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga
tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh
berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Dalam praktik lapangan pada
masyarakat Desa Talang Jawa pemilik tanah menentukan pembagian hasil
berdasarkan penentuannya sendiri, tidak berdasarkan perjanjian pada akad
awal, sehingga hal ini bisa saja merugikan kepada petani penggarap karena
ketidaksesuaian pembagian hasil yang mereka lakukan.

Pembagian hasil yang menuruf pemilik tanah adil tetapi tidak sesuai
dengan perjanjiah ivyal--m_e_lakukan ke_rjasam_a___maka pembagian seperti itu
tidaklah adil atau tidak sééuéi dengan..hh..k.l.Jm Islam. Selain itu, pemilik tanah
termasuk orang yang berkhianat karena pembagian hasil kerjasama yang
mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian, dan
membagi hasilnya secara sepihak yaitu oleh pemilik tanah saja, oleh karena itu
hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih karena sifat tidak adil dan merugikan

salah satu pihak, yaitu:

cidohl) Aaliaa Ble)jag allah alay Alaaad) g8 3 0N 3h 3l
EVEISRWAIFTBY!
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“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta
memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dengan menghilangkan
kemudharatan”.

Praktik pembagian hasil kemauan sepihak dari pemilik tanah yang terjadi
di Desa Talang Jawa ini belum sesuai dengan konsep figh muamalah, karena
seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan
dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan
kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Sedangkan pembagian
hasil ini dapat merugikan petani penggarap karena tidak sesuai dengan akad
awal.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi-di atas, penulis menyimpulkan
bahwa, kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah dilihat
dari sudut, pembagian hasil yang.t.idak sesuai dengan kesepekatan awal tidak
diperbolehkan dalam____hu_l_gum Islam, dan“pembagian hasil yang menentukan

salah satu pihak tidak sesuai dengan k(ijn's'éﬂbﬂf_iqh muamalah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum Islam serta hasil penelitian
tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam
Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau

Panggung Kabupaten Tanggamus, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi di
Desa Talang Jawa antara pemilik tanah dan penggarap tanah dilakukan
secara lisan atau tidak tertulis serta tidak ada saksi. Awal perjanjian
kerjasama bagi hasil muzdra’ah dan musagah pembagian hasil disepakati
dengan “sistem paroan | (50% qOntuk pemilik’ tanah dan 50% untuk
penggarap™tanah) ses.uai adat. kebiasaan yang©ada pada masyarakat
setempat. Nam’u_fi:,_"b-fékti.knya pe-'rﬁ_bééfaﬁ;hasil dilakukan sendiri oleh
pemilik tanah berdasarkan keinginannya sendiri dan tidak dibagi paroan
untuk pembagian hasil panen kopi. Ketika berjalannya waktu dan
melanjutkan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah dan pembagian hasil
dibagi oleh pemilik tanah dengan paroan (50% untuk pemilik tanah dan
50% untuk penggarap tanah) untuk kebun kopi saja, sedangkan untuk hasil
panen sawah tidak dibagi oleh pemilik tanah, akan tetapi pemilik tanah
memerintahkan petani penggarap mengambil hasil panen sawah

seperlunya untuk kebutuhannya. Masyarakat Desa Talang Jawa melakukan
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kerjasama bagi hasil ini berdasarkan unsur kepercayaan dan saling tolong
menolong serta suka sama suka.

2. Pandangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan
sawah dan kebun kopi dengan memakai akad muzdra’ah dan musagah
yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Talang
Jawa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian hasil yang
dilakukan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan akad awal. Hal ini tidak
diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak syarat-syarat dalam
perjanjian kerjasama. Lalu pembagian hasil yang ditentukan sendiri oleh
pemilik tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal tidak sesuai
dengan konsep hukum Islam, karena pemilik tanah telah berkhianat
kepadaspenggarap tanah sebab tidak memenuhi perjanjian pada awal akad
yang mereka lakukan, hal ini tidak Sesuai dengan kensep figh muamalah
yaitu seluruh__ _t-_in_dakan_ muémal__ah.-.-Fiqik terlepas dari nilai-nilai
kemanusiaan dan dila;IQUkén denga{h}ﬁ.éngetengahkan akhlak yang terpuji
serta menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara
sesama manusia.

B. Saran
Berlandaskan praktik di lapangan maka bisa disimpulkan bahwa kerjasama
bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang ada di Desa Talang

Jawa tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya tidak boleh, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil muzdra’ah ataupun muségah yaitu

penggarapan sawah dan kebun kopi, seharusnya akad awal dilakukan
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secara tertulis, supaya apabila salah satu kedua belah pihak melakukan
pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad awal maka bisa diberikan
sanksi dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi masukan bagi
masyarakat yang akan melakukan kerjasama bagi hasil, sehingga bisa
sesuai dengan syariat Islam.

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan
kebun kopi seharusnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan konsep
hukum Islam dan pembagian hasil tidak dengan penentuan sendiri yang
dilakukan oleh pemilik tanah, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan
serta apabila berlandaskan unsur kepercayaan dan saling tolong menolong,
seharusnya semua pihak mempraktikkannya dan harus memenuhi akad
yangstelah disepakati serta tidak mendzalimi salah satuspihak. Selain itu,
tidak beleh mengambil manfaat: dan hak orang lain.karena dalam prinsip
muéamalah rﬁepiqn_jung__ tinggi n_il_a_i_.-.nil_ai_-\__kemanusiaan dan dilakukan

dengan mengetengahkah akhlak yahé terpuji.
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